BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9  TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

Menimbang

Mengingat

DAN AKTA CATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

. bahwa penataan Administrasi Kependudukan diperlukan

penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di
Kabupaten Konawe sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum perlu adanya landasan operasional pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637);

7. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006  tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten
Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 103);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintah  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah
dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lermbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161) ;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penertiban
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam
Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2007 Nomor 44);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70);



21.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 108);

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
Z:

Daerah adalah Kabupaten Konawe.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah.

. Kepata Daerah adalah Bupati Konawe.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe adalah perangkat

Pemerintah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan
dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat

bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.

. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di

Indonesia.

. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

10.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

11.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas

pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi

Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.



12.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

13.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

14.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas
anggota keluarga.

15.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16.KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP
yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus
yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

17.Penertiban KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena
habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

18. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata,
pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan penduduk.

19.Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang
dalam Register Pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil teknis
yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

20.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami
seseorang meliputi : Kelahiran , lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian,
pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan
nama, perubahan kewarganegaraan.

21.1jin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk
tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

22.1jin Tinggal tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal

menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.



BAB il
OBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Obyek retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
adalah Pelayanan :

Kartu tanda penduduk;

Kartu keterangan bertempat tinggal;

Kartu identitas kerja;

. Kartu penduduk sementara;

Kartu identitas pencduduk musiman;

Kartu keluarga; dan
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Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan
dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing, dan akta kematian.

BAB il
TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK PELAYANAN
Pasal 3

(1) Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk :

a. Kartu keluarga Rp. 20.000
b. Kartu Tanda Penduduk

1. WNI Rp. 35.000

2. WNA Rp. 300.000
c. Surat Keterangan Tinggal Sementara Rp. 20.000
d. Surat keterangan Pendaftaran penduduk sementara WNi Rp. 100.000
e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara WNA Rp. 200.000
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA Rp. 200.000
g. Surat Pindah Penduduk antar Kabupaten/Provinsi. Rp. 40.000

(2) Dokumen hasil pencatatan sipil :

a. Akta kelahiran sejak tanggal ketahiran sampai dengan 60 (Enam Puluh) hari tidak
dikenakan biaya;

b. Akta kelahiran umum diatas 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran
dikenakan biaya :
1. WNI Rp. 45.000
2. WNA Rp. 50.000



c. Akta kematian

1. WNI Rp. 15.000
2. WNA Rp. 50.000
d. Akta perkawinan
1. WNI:
a) Di dalam kantor Rp. 100.000
b) Di luar kantor Rp. 150.000
2. WNA:
a). Di dalam kantor Rp. 450.000
b). Di luar kantor Rp. 500.000
e. Akta perceraian _
1. WNI Rp. 250.000
2. WNA Rp. 400.000
f. Akta pengakuan anak
1. WNI Rp. 200.000
2. WNA Rp. 300.000
g. Biaya pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di
Luar Negeri RP. 100.000

(3) Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting :
a. Pengangkatan anak
1. WNI

Rp. 200.000
2. WNA Rp. 300.000

b. Pengesahan anak
1. WNI Rp. 200.000
2. WNA Rp. 300.000

c. Perubahan nama
1. WNI : Rp. 200.000
2. WNA Rp. 300.000
d. Perubahan kewarganegaraan Rp. 350.000
e. Peristiwa penting lainnya Rp. 200.000

(4) Pengesahan KTP dan Akta Catatan Sipil Rp. 1.000



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4 .

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe .

Ditetapkan di Unaaha

Diundangkan di Unaaha
PadaTanggal : 25 - 6 - 2013

H. MUH. NUR SINAPOY

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2013 NOMOR : ({b




